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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun
dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. yang
merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran
dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang
terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Gampong Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe untuk
mewujudkan praktik pemerintah yang baik (Good Governance) yang
menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan
kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan

sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe pada masa

mendatang.




Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya
kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan
ridha-NYA. Amin YaRabbal *Alamin

Lhokseumawe, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG
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BAB III

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Ikhstisar Eksekutif............. ...

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan

1.3. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kota Lhokseumawe
1.4. Landasan Hukum
1.5. Sistematika Penulisan
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe
2.1.1 Rencana Strategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. PerjanjianKinerja
2.4. Pohon Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
3.3. Analisis Capaian Kinerja Organiasi
3.4. Analisis Efisiensi
3.5. Akuntabilitas Keuangan
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Jabatan
Struktural Per Desember 2024

Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024

Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko
Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Tahun

. Perjanjian Kinerja Perubahan DPMG Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

. Komposisi Belanja DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.. 25
Predikat Nilai Capaian Kinerja

. Kategori Nilai Capaian Kinerja

. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024

. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMG Kota
Lhokseumawe Tahun 2024
Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMG Kota
Lhokseumawe Tahun 2024

Perkembangan Persentase Pencapaian Program DPMG Kota

Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran DPMG Kota
Lhokseumawe Tahun 2024

. Pagu dan Realisasi Anggaran DPMG Kota Lhokseumawe
Tahun 2024




Grafik

DAFTAR GRAFIK

Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

. Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan

. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Jabatan

Struktural

. Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe

Tahun 2020-2024

. Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe

Tahun 2020-2024




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kota Lhokseumawe

2.1. Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kota Lhokseumawe




IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu
aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan
perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin
dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2024, seperti tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2023
- 2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan
indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan

sasaran yaitu :

No Tujuan / Sasaran

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran :

1.1 | Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1.2 | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe telah
menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 15
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun
2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Hasil

pengukuran atas IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota 4

Lhokseumawe Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :
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Capaian Indikator Kinerja Utama

DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian .
Utama Satuan (%) (%) (%) Predikat
Persentase .
Pembinaan Tercapai/
Persen | 74,49 74,43 99,92 Sesuai
Penyelenggaraan Taroet
Pemerintahan Desa. &
Rata-Rata
Persentase
Pencapaian Persen | 100 | 6667 | 6667 | 193K
Program pada Tercapai
masing-masing
Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas capaian sebanyak 1 (satu)
IKU dengan predikat Tercapai/Sesuai Target, 1 (satu) IKU dengan predikat
Melebihi Target dan 1 (satu) IKU dengan predikat Tidak Tercapai Target. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

B Tercapai/Sesuai Target

B Tidak Tercapai

Berdasarkan diagram di atas, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU
menunjukkan hasil sebesar 50% atau 1 (satu) IKU Tercapai/Sesuai Target, dan

50% atau 1 (satu) IKU dengan predikat Tidak Tercapai Target.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good govenance merupakan prasyarat bagi setiap instansi
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya good governance adalah
adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga
pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep
etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan
dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas
mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang
dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan
tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah  untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah
dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota
Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat
daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2024

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta

penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan
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eberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
gram dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah

(Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe).

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe
bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur

oganisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe:
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Bagan SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kota Lhokseumawe

Gambar 1.1

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Bina
Program

Sub Bagian Keuangatr
dan Pelaporan

BIDANG BINA KEUANGAN DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI
GAMPONG

Jabatan Fungsional Penggerak
—| Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda

BIDANG PEMBERDAYAAN MUKIM,
GAMPONG DAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

UPTD
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T pun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
‘ ampong (DPMG) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:
1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Umum

Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Gampong. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat
dan gampong;

b. perumusan pedoman petunjuk teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan gampong;

c. perumusan program dilingkungan DPMG;

d. pengawasan  penyusunan kebijakan umum daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan gampong;

e. penetapan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang pemberdayaan
masyarakat dan gampong sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Walikota;

f. pengkoordinasian kegiatan penyusunan petunjuk pelaksana dan
petunjuk teknis penataan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
gampong Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan
untuk mendukung kelancaran tugas;

g. pengelolaan  administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan,
perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan DPMG;

h. pengawasan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
pemberdayaan masyarakat dan gampong yang sesuai dengan prinsip
pelayanan dan standar pelayanan minimal;

i. pengawasan penyusunan kebijakan umum daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan gampong, sesuai ketentuan yang berlaku

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
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" penetapan rencana kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

k. pengkoordinasian kegiatan dan kerjasama dengan instansi terkait baik di
pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
rangka singkronisasi pelaksanaan tugas;

l.  pengkoordinasian usulan anggaran berdasarkan kebutuhan unit kerja
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota

melalui Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

. SEKRETARIS

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan
administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan
program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,

umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan,
pelayanan administrasi di lingkungan DPMG.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan
DPMG;

b. Penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi
perumusan, dalam bidang umum, kepegawaian dan bina program serta
dalam bidang keuangan dan pelaporan;

c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan
sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan
lancar;

d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan

bina program serta dalam bidang keuangan dan pelaporan dan hukum
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e Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan

, S ehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;

hubungan masyarakat;

f. Pengkoordinasian Daftar Urut Kepangkatan dan Bazetting Formasi

Pegawai menurut klasifikasinya;

g. Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;

h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

i. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup DPMG;

j. Penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;

k. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas setiap tahun;

l.  Pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretaris DPMG Kota Lhokseumawe, membawabhi:

a. Bagian Umum, Kepegawaian Dan Bina Program
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program mempunyai tugas
melakukan penyelenggaraan wurusan umum yang meliputi
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan
masyarakat, penyelenggaraan upacara, rapat-rapat dinas, pelayanan
administrasi kesekretariatan, pengumpulan bahan pembinaan dan
petunjuk teknis di bidang umum, kepegawaian dan bina program,
pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai.

b. Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

urusan mengumpulkan dan pengkoordinasian bahan pembinaan dan

petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan pelaporan yang
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> eliputi pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan,

pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran, penyiapan
bahan pembinaan penyusunan RKBU, pengkoordinasian penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT).

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MUKIM, GAMPONG DAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT
Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan
Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan
mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan
Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemberdayaan mukim, gampong
dan kelembagaan masyarakat dan pembinaan jabatan fungsional
penyetaraan.
Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan
Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan mukim, gampong dan
kelembagaan masyarakat;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan mukim, gampong
dan kelembagaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penguatan
kelembagaan masyarakat mukim dan gampong;
d. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang
pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
e. Penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat
serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang pemberdayaan mukim,

gampong dan kelembagaan masyarakat;
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' nyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam
bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun
melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam bidang
pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
i. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan
usaha/kegiatan pengembangan teknologi pergampongan;
j.  Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam pemberdayaan
mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
k. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan ; dan
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan
Masyarakat, membawabhi:
a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, evaluasi dan
monitoring penguatan kapasitas kelembagaan dalam pemetaaan
mukim dan pemerintahan gampong, serta melaksanakan tugas dan
fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai
Ketentuan.

b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pengkajian

dan penyusunan konsep kebijakan serta evaluasi di bidang lembaga
kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai Ketentuan.
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p batan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis,
Penyelenggaraan = pengembangan  partisipasi dan swadaya
masyarakat, Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat,
evaluasi dan monitoring profil gampong dan teknologi tepat guna
serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya masyarakat sesuai ketentuan.

4. BIDANG BINA KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

GAMPONG

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong
merupakan unsur pelaksana teknis dan koordinasi bidang bina keuangan
dan pemberdayaan ekonomi gampong. Bidang Bina Keuangan dan

Pemberdayaan Ekonomi Gampong mempunyai tugas melakukan tugas

menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang

bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong dan pembinaan
jabatan fungsional penyetaraan.

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan bidang bina keuangan dan
pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana
gampong;

b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan
bidang bina keuangan dan pemberdayaaan ekonomi gampong,
pembangunan sarana dan prasarana gampong;

c. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina

keuangan dan pemberdayaaan ekonomi gampong, pembangunan sarana

dan prasaran gampong; i




nyelenggaraan peningkatan  bidang bina keuangan dan

pemberdayaan ekonomi gampong;

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan bidang bina

keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong;

f. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam
bidang bina keuangan dan pemberdayaaan ekonomi gampong,
pembangunan sarana dan prasarana gampong;

g. Pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun
melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam bidang bina
keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana
dan prasaran gampong;

h. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan
usaha/kegiatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi
gampong;

i. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan dalam bidang bina keuangan
dan pemberdayaan ekonomi gampong;

j. Penetapan program kerja tahunan dalam bidang bina keuangan dan
pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana
gampong;

k. Pedoman penyusunan perencanaan pambangunan partisipatif;

l. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

m. Pelaksnaaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong,

membawahi:

a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan

Penataan Keuangan dan Aset Gampong yang meliputi penetapan _‘_,_j.-.-_;‘_!
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program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah pengawasan
pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan fasilitasi peningkatan tugas dan
fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai
ketentuan.

b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan
dan evaluasi pembangunan gampong yang meliputi penetapan
program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

mempunyai tugas :

* Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang meliputi
penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah
bidang peningkatan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, kerjasama gampong dan Badan Usaha Milik Gampong

(BUMG) serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.
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4 Gampong Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan
kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon.
Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, PNS yang dimiliki Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe memiliki
keragaman latarbelakang. Secara keseluruhan jumlah PNS di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe per Desember
2024 adalah sebanyak 122 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian/Bidang di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, dapat

dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024
No Bagian Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1 | Kepala Dinas 1 - 1
2 | Sekretaris - 1 1
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
3 . 1 3 4
Bina Program
4 | Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 1 4 5
Bidang Pemberdayaan Mukim
5 | Gampong dan Kelembagaan 2 5 7
Masyarakat
6 Bidang Bina Keuangan dan 4 1 5
Pemberdayaan Ekonomi Gampong
Jumlah 9 14 23
Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota

Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin

dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 9 orang atau 39,13%, dan

jumlah Perempuan sebanyak 14 orang atau sebesar 60,87 %.




Grafik 1.1
Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

60,87%

39,13%

Jenis Kelamin

W Laki-Laki : 9 m Perempuan : 14

Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG
Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian/Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2

berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024
Pendidikan
No Jabatan/Bagian sD | sMp | sMA | D | SV | s2 | s3
1 | Kepala Dinas - - - - - 1| -
Sekretaris - - - = - 1| -
3 Sub Bagian Umum, - - 2 1 1 1 -
Kepegawaian dan Bina Program
4 Sub Bagian Keuangan dan - - - - 4 - | -
Pelaporan
Bidang Pemberdayaan Mukim - - 1 1 2 3 | -
5 | Gampong dan Kelembagaan
Masyarakat
Bidang Bina Keuangan dan - - - - 4 1| -
6 | Pemberdayaan Ekonomi
Gampong
Jumlah 0 0 3 2 11 7 =

Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota

Lhokseumawe
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tuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana
lah tingkat - Pendidikan S3 sebanyak 0 orang atau 0%, tingkat pendidikan S2
sebanyak 7 orang atau 15% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 11 orang atau 56 %,
tingkat Pendidikan D-III sebanyak 2 orang atau 2% - tingkat Pendidikan SLTA
sebanyak 3 orang atau 26%.

Grafik 1.2
Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan

m Doktor: 0

M Pasca Sarjana: 7
[ Sarjana: 11
mD-lll:2

ESMA: 3

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG

Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Per- Desember 2024

PIM 111 2
PIM IV 2
Total 4

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program,
DPMG Kota Lhokseumawe

14 | LKjIP DPMG M




Ny
jﬁm/lah jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

-"
A
:

ANS

ANy

:Q%’\’thpong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

( Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024

-’
7

Eselon

No Jabatan fla | ILb | IiLa | ILb | IVa | [of
1 | Kepala Dinas 1 - - - - 1
2 | Sekretaris - - 1 - - 1
3 | Kepala Bidang - - - 2 - 2
4 | Kepala Sub Bagian - - - - 2 2
5 | Jabatan Fungsional - - - - 4 4
Jumlah 1 0 1 2 6 10

Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota

Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe adalah sebanyak
10 jabatan. Dimana eselon Il.a sebanyak 1 orang, eselon ILb sebanyak 0 orang,
eselon I1l.a sebanyak 1 orang, eselon IV.a sebanyak 2 orang dan pejabat fungsional
penyetaraan sebanyak 4 orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe berdasarkan
pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024

. Pangkat/ Golongan
No Jabatan/Bagian I I I v
1 | Kepala Dinas - - - 1
2 | Sekretaris - - - 1
3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina ) i 4 1
Program
4 | Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan - - 4 -
5 Bidang Pemberdayaan Mukim Gampong i 1 3 3
dan Kelembagaan Masyarakat
6 Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan A 1
Ekonomi Gampong
Jumlah - 1 15 7
Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota .
Lhokseumawe / 4
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& Ber dasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan
ar gkat / golongan IV sebanyak 7 orang, pangkat/ golongan III sebanyak 15 orang
dan pangkat/golongan II sebanyak 1 orang.

1.3 ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan
datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota
Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu
strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang.
Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;

2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

3. Pembangunan yang berorientasi pada Sustainable Development Goals
(SDGs);

4. Sumber energi alternatif; dan

5. Perubahan iklim global;

6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.
Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh

antara lain meliputi:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2.  Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;

3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
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emperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim;

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik;

7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;

2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya
Aparatur;

3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan

Kepemudaan;

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;

Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;

o P N O

Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan
Pembangunan;

10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;

11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;

12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan

Infrastruktur Dasar dan Strategis;

13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan
Penanganan Bencana

14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.
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RS P anjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6
“Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026
“ ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026 sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi;
Peningkatan Kualitas Demokrasi;
Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
Peningkatan Kualitas SDM;
Peningkatan Kualitas Kesehatan;
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pertumbuhan Ekonomi;

Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;

X 0 N o ok L D

Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan

Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

14 LANDASAN HUKUM
LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe

ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
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aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun

2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas
Pemberdayaan =~ Masyarakat dan  Gampong  Kota
Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum

dan Sistematika Penulisan.

BABII PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Perjanjian

Kinerja.
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja
Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

20 | LKjIP DPMG M




BAB II
PERENCANAAN KINERJA

21 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah.
Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil
yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan
berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe (sebagai unit kerja) dalam usaha
mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026.
Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan
diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan
daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe
Tahun 2023-2026

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 | Mewujudkan |1.2 | Meningkatnya | 1.2.1 | Meningkatkan | Peningkatan
Tata Kelola Pelayanan Sistem Pembinaan dan
Pemerintahan Publik Pelayanan Pengawasan
yang Baik Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa;

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026
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na mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe
at Tabel 2.1), maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam
dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada SK Walikota Nomor 241
Tahun 2024, yaitu:
» Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
» Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan Kota
Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat

dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokum Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai.
Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang
berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai.
IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan
berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Gampong Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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s Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No Tujuan Sasaran Strategis Indlk;t or Kinerja Satuan
tama
1 | Mewujudkan | Meningkatnya Persentase Pembinaan Persen
Tata Kelola Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang Baik Pemerintahan Desa
Meningkatnya Rata-Rata Persentase Persen
Layanan Pencapaian | Pencapaian Program
Tugas dan Fungsi pada Masing-masing
Perangkat Daerah Perangkat Daerah.

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dalam
pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Persentase Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 3)

Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/
komitmen/kesepakatan = antara  atasan = dengan  bawahan  untuk
mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian
kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan
dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik.




'_ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun
2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor
241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota
Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator
dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Pembinaan | Persentase Pembinaan | 74,49%
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
2 | Meningkatnya Layanan | Rata-Rata Persentase 100%
Pencapaian Tugas dan | Pencapaian Program
Fungsi Perangkat Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang
diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe dengan Wali Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun

2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4
“ Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian Tahun Anggaran 2024
Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Rp. 0,00
BELANJA OPERASI Rp. 3.619.171.401,00
Belanja Pegawai Rp. 2.111.622.000,00
Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.507.549.401,00
Belanja Bantuan Sosial -
BELANJA MODAL Rp. 75.780.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 75.780.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi -
Jumlah Belanja Daerah Rp. 3.694.951.901,00

Sumber: DPPA-DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja
dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, didukung

dengan anggaran sebesar Rp. 3.694.951.901,00.

24  POHON KINERJA
Pohon Kinerja atau Cascading adalah  penjabaran kinerja dan
indikator kinerja yang  lebih  terperinci atau  kondisi-kondisi = yang

mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Selain itu Cascading

kinerja juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi sasaran dan indikator

kinerja utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja

secara berjenjang, dan mampu memastikan sudah sesuai dengan sasaran dan

prioritas Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe. Berikut Pohon Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe :




Gambar 2.1

Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

ISU STRATEGIS
Reformasi Birokrasi;

Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber
Pendanaan Pembangunan

| |
TUJUAN-1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1-2
Meningkatnya Pelayanan Publik
Indikator :
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik
J

STRATEGI 1.2.1
Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

ARAH KEBIJAKAN 1.2.1.1

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

DPMG DPMG DPMG DPMG

PROGRAM PENUNJANG R AR TG A TR DPMG PROGRAM ADMINISTRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
URUSAN PEMERINTAHAN . PROGRAM PENINGKATAN PEMERINTAHAN DESA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator : KERJA SAMA DESA Indikator : DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

i ; ; 5 Indikator :
Indikator : PelljfseEtaste Saragm Pre}satr?lna Indikator : Persentase Peningkatan n ikator
Persentase Layanan Administrasi e(r; antoran eme]glr}ka Persentase Kerjasama Gampong Administrasi Pemerintahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan
Pemerintah Daerah D ampong yang bat D ) Gampong D Lembaga Kemasyarakatan )
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PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RENSTRA DPMG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus SASARAN 1-1)

ISU STRATEGIS

Reformasi Birokrasi;
Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan

Pembangunan.

—
TUJUAN-1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1-1
Meningkatnya Pelayanan Publik

Indikator :
Persentase Perangkat Daerah
dengan Nilai "IKM" yang Baik

STRATEGI 1.1.1

Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik
T

ARAH KEBIJAKAN 1.1.1.1

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KABUPATEN/ KOTA
Indikator :
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

. |

PROGRAM PENATAAN DESA
Indikator :

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran Pemerintah
Gampong yang Baik

PROGRAM PENINGKATAN
KERJA SAMA DESA

Indikator :

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Indikator :

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator :

Persentase Kerjasama Py y Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga
Gampong Pemerintahan Desa. Kemasyarakatan
1 1 | 1 1

Perencanaan,

Pemeliharaan Barang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam

Daerah Kabugatens/Kota

Administrasi - Pengadaan Barang Milik Penyediaan Jasa o " Fasilitasi Kerja Sama Antar Pembinaan dan Pengawasan
Reneapesatanidan Keuangan Perangkat Aol Ui Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan IS et AT Penyelenggaraan Penataan Desa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ! . Urusan Pemerintahan Desa D
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah esa
Perangkat Daerah Daerah
v v - v v v v T I h ==
N\ . D N — ™\ f1 fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi '\
1. Penyediaan Peralatan dan 1. Pengadaan Sarana 1. Penyediaan Jasa Surat ; Pe?xedlaan :;sa 1. Pembentukan, 1. Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan Desa;
1. Penyusunan Perlengkapan Kantor; dan Prasarana Menyurat; emelinaraan, Siaya Penghapusan, RlrayCesydalay 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
Dokumen 1. Penyediaan Gaji N o Pendukung Gedung - PemJeIlharaan dan Pajak Penggabungan, dan Kabupaten/Kota; . g
Perencanaan dan Tunjangan ASN. 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor atau Bangunan 2. Penyediaan Jasa P gan Dinas Perubahan Status Desa; 2. Fasilitasi Kerja Sama 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Perangkat Daerah. Kantor; , Komunikasi, Sumber atau Kendaraan Dinas o i . " Pembangunan Desa;
8! Lainnya. . cetri Antar Desa Dengan Pihak
. . Daya Air dan Listrik; Jabatan; 2. Fasilitasi Tata Wilayah 8 o
gv Pel?yeglaa" Barang 5 , B e Ketiga dalam 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
etakan dan . Penyediaan Jasa 2. Penyediaan Jasa . Kabupaten/Kota; i i I
di h Pelayanan Umum Pemelixaraan Biaya 3. Fasilitasi Penataan HE i 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Penyediaan Bahan Bacaan Kantor; g Kewenangan Desa; 3. Fasilitasi Pembangunan Pemerintah Desa;

dan Peraturan Perundang-
undangan; 6.
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD;

Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan;

3. Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya;

4. Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.

4, Fasilitasi Penetapan
Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dan Desa Adat
Kewenangan
Kabupaten/Kota.

Kawasan Perdesaan.

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;

7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
Lembaga Kerja Sama antar Desa;

8. Peny pemilihan, P
dan Pemberhentian Kepala Desa;

9. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

10. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
11. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa;
12. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;

13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota
BPD;

14. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas
Desa;

15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta

Lomba Desa dan Kelurahan. V.

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;

2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Lembaga -akatan Desa/

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

3. Peningk K it: lemk Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan

dan Masyarakat Hukum Adat;

4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana

Lembaga -akatan Desa/
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa;
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna;

7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 8.
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Desa;

9. Fasilitasi Tim P PKK dalam P

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga.

10. i Kesadaran Keluarga dalam Membangun

27 | LKl

Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok
Masyarakat.

11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan sasaran organisasi. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe selaku instansi
pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMG Kota Lhokseumawe
yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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iperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu
memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

Realisasi
Target

Persentase Pencapaian Kinerja = x100

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

Target—(Realisasi—Target
get—( get) x100

Persentase Pencapaian Kinerja =
Target

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka

ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
No | Persentase Predikat Kode Warna
1 <100% Tidak Tercapai
2 =100% Tercapai/Sesuai Target
3 >100% Melebihi Target

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja
dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:
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Tabel 3.2

Kategori Nilai Capaian Kinerja

Rata-Rata Capaian Kategori Kode Warna
1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% <75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 <50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran
strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur
keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. DPMG Kota
Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, dimana terakhir
diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut hasil
pengukuran atas IKU DPMG Kota Lhokseumawe berdasasarkan Predikat
Kinerja:
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Tabel 3.3

> Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
PMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024
No IKU Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Predikat | Kode
(%) Warna

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi

1 | Persentase Persen | 74,49 74,43 99,92 Tercapai
Pembinaan / Sesuai
Penyelenggaraan Target
Pemerintahan
Desa

Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2 | Rata-Rata Persen | 100 66,67 66,67 Tidak
Persentase Tercapai
Pencapaian
Program

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU DPMG
Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa keseluruhan IKU DPMG Kota
Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja adalah tidak mencapai target yang
telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024

No IKU Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Kode
(%) Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1 | Persentase Persen | 74,49 74,43 99,92 Sangat
Pembinaan Tinggi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah




Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Kode
(%) Warna

Persen 100 66,67 66,67 Sedang

Rata-Rata
Persentase
Pencapaian
Program

Capaian IKU Tahun 2024 (%) 83,30 | Tinggi ‘
Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi
yaitu, sebanyak 1 IKU dengan Kategori: Sangat Tinggi; dan 1 IKU dengan
Kategori: Sedang. Artinya capaian IKU DPMG Kota Lhokseumawe tahun 2024
berdasarkan Kategori Kinerja adalah 83,30 atau Kategori Tinggi.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Analisis yang dilakukan dalam laporan kinerja ini merujuk format
penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014,
yaitu:
* Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
* Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
* Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

* Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

* Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

* Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

* Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian kinerja.
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SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan
strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan.
Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan,
inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan
pengguna.

DPMG Kota Lhokseumawe selaku Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan perangkat daerah, telah melakukan berbagai kebijakan dan
tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini
bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota
Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran
strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi

Indikator Kinerja . .| Capaian
No Utama Satuan Target | Realisasi (%)
Persentase
p | Pembinaan Persen | 7449 | 7443% | 99,92
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Desa yang
kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus
masyarakat yang kuat. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Salah
satu kewajiban Kepala Desa adalah mengelola Keuangan dan Aset Desa. Aset
desa dan akuntabilitas keuangan desa merupakan unsur penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu dikelola dengan baik dan
tertib guna mencapai manfaat yang optimal dan berakuntabilitas.
Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa Pembinaan dan
pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan APBG dilaksanakan tepat
waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. Pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan Walikota dengan menyelenggarakan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan APBG. Pembinaan APBG
dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembinaan dan Pengendalian
Tingkat Kota, Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dan serta Tim Pengelola
Gampong. Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota bertugas untuk :
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran dan
pelaporan keuangan Gampong;
b. asistensi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;
c. asistensi RAPBG dan APBG-Perubahan, DPAL;
d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;

e. melaksanakansosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola APBG;

f. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan.
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Secara umum strategi yang digunakan dalam pembinaan kepada

_pemerintahan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kota Lhokseumawe, adalah:

a. Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi;
b. Fasilitasi; dan

c. Monitoring dan evaluasi.

IKU Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Gampong Tahun

2024 diukur dengan formula:

/ (]umlah APBG yang ditetapkan tepat waktu o 100) \

Jumlah Gampong
+
<]umlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD

Jumlah Dana ADG, DD, BHPD dan BHRD
= -
Jumlah Gampong Tertib Aset
( X 100)
Jumlah Gampong

_|_
\ (]umlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong

Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampongg

X 100)

x100)/4/

= ( 0 X 100) + (113'27 X 100) + (68 X 100) + (801 X 100) 4
= ( 68 113.63 68 816 /4))

= 74,43%

Berdasarkan formulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

4 Persentase APBG yang ditetapkan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2024 bahwa penyusunan APBG salah satunya
didasarkan pada prinsip “Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Penetapan
APBG harus tepat waktu dimana Pemerintah Gampong harus memenuhi

jadwal proses penyusunan APBG, mulai dari penyusunan dan penyampaian
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Rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RKPG tahun
berkenaan, dimana RKPG mulai disusun oleh pemerintah Gampong pada
bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan September tahun
berjalan. Selanjutnya rancangan Qanun Gampong tentang APBG disepakati
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan akan menjadi dasar bagi keuchik
untuk menyampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati. Setelah ditetapkan evaluasi oleh Camat Keuchik
Bersama Tuha Peut menetapan Qanun APBG paling lambat 31 Desember.
Penetapan APBG tepat waktu dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan
gampong yang lebih baik dan partisipatif.
#+ Persentase Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD
Struktur anggaran APBG terdiri Pendapatan Gampong, Belanja Gampong
dan Pembiayaan Gampong. Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam
APBG merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya salah satunya adalah Alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa (DD),
serta Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima dialokasikan untuk penghasilan tetap Keuchik
dan Perangkat Gampong. Pemerintah gampong juga mendapat alokasi dari
penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong
termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh

Pemerintah Kota yaitu dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah (BHRD).

Alokasi belanja Gampong dalam APBG digunakan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan Gampong. Belanja dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung .-:.-r\",:':




dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBG, dikelompokkan dalam 5

(lima) bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong,

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan Bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

#+ Persentase Gampong Tertib Aset

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa aset gampong adalah barang milik
Gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset gampong
dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi
dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan
aset gampong adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian aset gampong. Aset Gampong
harus ditatausahakan secara tertib dengan rangkaian kegiatan yang di
lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Gampong
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#+ Persentase Jabatan Aparatur Pemerintahan Gampong

Dalam menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

dipimpin oleh Keuchik yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa.

Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dan dipimpin oleh 68 Keuchik,
namun pada tahun 2024 terdapat 44 orang Keuchik yang masih aktif dan 24

Keuchik telah berakhir masa jabatan sehingga ditunjuk Penjabat (Pj) Keuchik._ .-:.-r\",:':




Keuangan, Kaur Umum dan Tata Usaha dan Kaur Perencanaan serta

pelaksana teknis yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan

Kasi Pelayanan. Sedangkan Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun

sebanyak 273 orang. Sehingga keterisian Aparatur Gampong di Wilayah Kota

Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah 801 Aparatur.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014) atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa adalah sebagai berikut:

» Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar
74,28%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan namun
mendekat dari target yaitu sebesar 74,49%. Artinya, capaian kinerja tahun 2024
adalah sebesar 99,71% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja:
Tidak Mencapai Target).

» Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.
Perbandingan baru dapat dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir
dikarenakan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan
pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai
tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

Berikut tren capaian kinerja DPMG Kota Lhokseumawe:
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Tabel 3.6
Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024

Tahun Target Realisasi = Capaian (%)
2020 - - -
2021 - - -
2022 - - -
2023 67.13% 67.96 % 101%
2024 74,49 74,43 99,92 %

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada target dan realisasi dari
tahun 2020-2022 dikarenakan indikator ini disusun untuk mencapai sasaran
strategis tahun 2023-2026, sehingga hanya terisi realisasi dan capaian kinerja
pada tahun 2023 adalah sebesar 101% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi;
Predikat Kinerja: Melebihi Target), dan pada tahun 2024 adalah sebesar
99,92% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Tercapai/Sesuai
Target) yang dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024
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Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

22| LKjIP DPM




(target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
0rganisasi.

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada tahun 2024 adalah sebesar 74,28%. Sementara, target
tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 98,75%. Artinya, untuk

mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 24,47 % lagi.

» Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Realisasi kinerja IKU : Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan
khususnya pada penetapan APBG yang tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh

1. proses fasilitasi penyusunan produk hukum terkait penyusunan APBG
lebih lama karena selama masa Penjabat Walikota Lhokseumawe,
penerbitan produk hukum daerah (Peraturan Wali Kota) harus melalui satu
proses tambahan yaitu persetujuan Menteri Dalam Negeri, dimana
Peraturan Wali Kota tersebut sebagai dasar penyusunan APBG sehingga
sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Gampong belum dapat
menyusun dan menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

2. realisasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi hasil
Retribusi Daerah (BHRD) Tahap II tidak tersalurkan semua dikarenakan
terdapat  beberapa  gampong tidak menyelesaikan = Laporan
Pertanggungjawaban atas pencairan dana tahap sebelumnya (Tahap I

Tahun 2024).
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S emerintahan gampong ditunjuk Penjabat Keuchik (Pj. Keuchik) dari unsur

ASN Pemko Lhokseumawe maupun Aparatur Gampong.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah :

1.

mempercepat proses penyusunan rancangan produk hukum terkait
penyusunan APBG;

melakukan konsultasi dan koordinasi secara intens ke OPD terkait
khususnya Bagian Hukum Setdako;

memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Gampong
untuk melaksanakan proses musyawarah perencanaan pembangunan
mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Musyawarah Desa (Musdes)
sesuai jadwal dengan menggunakan pagu indikatif tahun sebelumnya
(tahun berjalan) sebagai acuan dalam menetapkan proritas program dan
kegiatan pembangunan;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan di gampong serta laporan pertanggungjawaban atas dana
yang sudah dicairkan.

melalukan konsultasi dan koordinasi dengan DPMG Aceh dan OPD terkait
mengenai pelaksanaan pemilihan keuchik serentak di Kota Lhokseumawe

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

kinerija.

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program

Administrasi Pemerintahan Desa, dengan 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, serta

terdapat 13 sub kegiatan berikut : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa,
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Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa,
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa,
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota
BPD, dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan. Adapun total anggaran dari program/kegiatan pendukung
pencapaian indikator sebesar Rp. 250.440.221,- dan terealisasi sebesar Rp.
243.035.336,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 97,04%.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh
mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan
kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung
pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis
ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian
Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%)

Rata-Rata Persentase
1 | Pencapaian Program Persen | 100% | 66,67% 66,67
pada Perangkat Daerah

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe
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‘A PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA
PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah DPMG Kota
Lhokseuamawe berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 5 (lima) program,
dimana 1 program bersifat rutin dan 4 program merupakan prioritas, yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan

Masyarakat Hukum Adat.

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah
indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang
direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase

pencapaian tersebut:

Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target

Jumlah Indikator Program OPD x 100%
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMG Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa DPMG Kota Lhokseumawe
mempunyai 3 Program untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah; 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan 3) Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat

TT| LKjIP DP M Gl




* indikator program tersebut:
o 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah :

_Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah yang dilaksanakan

%X 1009
Jumlah dokumen yang harus tersedia %

6
=z X 100% = 100%

2) Indikator Program Administrasi Pemerintahan Desa diukur melalui

Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

/ (]umlah APBG yang ditetapkan tepat waktu y 100) \

Jumlah Gampong
+
(]umlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD

Jumlah Dana ADG,DD, BHPD dan BHRD
+
(]umlah Gampong Tertib Aset

Jumlah Gampong
+
\ (]umlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong

Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong

X 100)

X 100)

x100)/4/

7443
74,49

3) Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat

X 100% = 99,92%

Dan Masyarakat Hukum Adat, diukur melalui: Persentase Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Kelompok Binaan LPM x 100 +
/ ( X 100) \

Jumlah LPM /Tuha Lapan
_l_
(]umlah Kelompok Binaan Karang Taruna N 100)

Jumlah Karang Taruna Gampong
+
(]umlah Kelompok Binaan PKK

Jumlah PKK Gampong
+
\ (]umlah Posyandu Aktif

Total Posyandu

X 100)

><100) / 4 /
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50,00
86,03

X 100% = 58,12%

{ ’ capaian tahun 2024 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program
adalah sebagai berikut:
Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target

X 1009
Jumlah Indikator Program OPD %

2
3 X 100% = 66,67%

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53
Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:
» Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada
tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 66,67%. Nilai ini belum
mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian
kinerja tahun 2024 adalah sebesar 66,67% (Kategori Kinerja: Sedang;
Predikat: Tidak Mencapai Target).

» Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.
Perbandingan baru dapat dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir
dikarenakan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan
pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai
tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.
Berikut tren capaian kinerja DPMG Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.8
Perkembangan Persentase Pencapaian Program
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024
Tahun ‘ Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

2020 - - -
2021 - - -
2022 - - -
2023 100 66,67 66,67
2024 100 66,67 66,67

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024
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Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada capaian dari

un 2020-2022 dikarenakan nomenklatur program/kegiatan ini baru
dilaksanakan pada tahun 2021 melalui Aplikasi SIPD RI dan indikator ini
disusun untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023-2026, sehingga hanya
terisi realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 adalah sama
sebesar 66,67% (Kategori Kinerja: Sedang; Predikat Kinerja: Tidak
Mencapai Target), yang dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:
Grafik 3.2
Perkembangan Persentase Pencapaian Program

DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024
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Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

» Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
0rganisasi.
Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada
tahun 2024 adalah sebesar 66,67%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang
harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir,
membutuhkan nilai persentase sebanyak 33,3% lagi. Dengan kata lain, pada
tahun-tahun berikutnya, DPMG Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan

seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.
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Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2024

belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula

indikator diatas, dari ketiga indikator program tersebut hanya indikator
program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan

Masyarakat Hukum Adat yang belum mencapai target 100% (pada kelompok

binaan LPM/Tuha Lapan dan kelompok binaan Karang Taruna). Hal ini

disebabkan oleh:

1. tidak semua pemerintah gampong menetapkan Tuha Lapan sebagai
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dikarenakan tidak adanya
dukungan anggaran untuk operasional lembaga Tuha Lapan;

2. kegiatan Kepemudaan di gampong termasuk aktif dengan dukungan
anggaran dari APBG, namun keberadaan lembaga Karang Taruna di
gampong rata-rata belum ditetapkan dengan SK Keuchik.

3. minimnya anggaran sehingga tidak dapat melakukan fasilitasi penataan

lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Tahun 2024 telah tersusun Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20
Tahun 2024 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Adat Gampong, sebagai dasar hukum pemerintah gampong menetapkan
SK Keuchik tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/Tuha
Lapan) dan Lembaga Karang Taruna Gampong.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penataan lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di gampong.

» Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

kinerija.
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2 unjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Administrasi Pemerintahan
Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran sebesar Rp. 3.694.951.901,-
dan terealisasi sebesar Rp. 3.530.200.669,- atau capaian kinerja anggaran

sebesar 95,54%.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus
pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi
menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil
mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap
efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal
mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk
mengukur tingkat efisiensi adalah:

) .. . Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)
Tingkat Efisiensi = : - X 100%
Capain Anggaran yang Digunakan (Input)

Interpretasi:

Rentang

Efisiensi (%) Kategori Interpretasi

Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa
pemborosan, dan target kinerja tercapai atau
terlampaui.

Sangat

- 0
81 - >100% Efisien

Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan

61 - 80% Efisien
dalam penggunaan anggaran.

Cukup |Terdapat pemborosan yang signifikan, namun

- 0
41-60% Efisien |masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
Kurang |Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal;
21 - 40% .. . o g
Efisien |[perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20% Tidak |Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan

Efisien |tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.




Tabel 3.9

Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran

DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

No | Indikator Kinerja Utama | Satuan Ca.palen Capaian Efisiensi
Kinerja | Anggaran
Persentase Pembinaan
1 | Penyelenggaraan Persen | 74,43% 97,04 % 76,70%
Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

1 |Rata-Rata - Persentase| poon | 66,67% | 9554% | 69,78%
Pencapaian Program PD

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis
yang diukur melalui 2 (dua) IKU DPMG Kota Lhokseumawe adalah sebagai
berikut:

1. IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan
tingkat efisiensi sebesar 76,70% (Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah

menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 69,78% (Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut DPMG Kota
Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar

tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang

lebih baik.

0| LKjIP DP M Gl




o

SUNTABILITAS KEUANGAN
_ Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab DPMG Kota

a

ILhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari
akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan
secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian
program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja
DPMG Kota Lhokseumawe pada tahun 2024:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024
Program / Kegiatan / Sub Realisasi . 0
No g Pagu (Rp) (Rp) Sisa (Rp) (%)

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH

L DAERAH KABUPATEN/ 2.760.368.580 | 2.624.068.609 | 136.299.971 | 95,06
KOTA
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja 15.000.000 14.997.500 | 14.997.500 | 99,98
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen

1 |Perencanaan Perangkat 15.000.000 14.997.500 | 14.997.500 | 99,98
Daerah
Administrasi Keuangan 1.988.322.000 | 1.943.584.593 | 111.250.739 | 97,75
Perangkat Daerah

1 [Penyediaan Gaji dan 1.988.322.000 | 1.943.584.593 | 44.737.407 | 97,75
Tunjangan ASN
Administrasi Umum 150.140.000 | 150.002.880 |  137.120 | 99,91
Perangkat Daerah

1 [Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 | 19.995.900 4100 | 99,98
Perlengkapan Kantor

o [Penyediaan Bahan Logistik 12.000.000 | 12.000.000 - | 100,00
Kantor

3 [Penyediaan Barang Cetakan 8.000.000 | 7.999.900 100 | 100,00
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan

4 |dan Peraturan Perundang- 1.140.000 1.140.000 - | 100,00
Undangan p
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Pi‘ogram / Kegiatan / Sub
Kegiatan

y Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pagu (Rp)

109.000.000

Realisasi
(Rp)

108.867.080

Sisa (Rp)

132.920

(%)

99,88

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

76.340.500

75.989.800

350.700

99,54

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

76.340.500

75.989.800

350.700

99,54

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

426.766.080

336.470.555

90.295.525

78,84

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1.500.000

1.488.300

11.700

99,22

Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber Daya
Air dan Listrik

108.000.000

52.566.575

55.433.425

48,67

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

317.266.080

282.415.680

34.850.400

89,02

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

103.800.000

103.023.281

776.719

99,25

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

33.300.000

33.233.270

66.730

99,80

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

25.500.000

24.854.900

645.100

97,47

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

35.000.000

34.951.011

48.989

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana

10.000.000

9.984.100

15.900
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rogrm / Kegiatan / Sub
Kegiatan

= Cedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Pagu (Rp)

Realisasi
(Rp)

Sisa (Rp)

(%)

II.

PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

250.440.221

243.035.336

7.404.885

97,04

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

250.440.221

243.035.336

7.404.885

97,04

Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Desa

2.000.000

1.982.300

17.700

99,12

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Desa

25.000.000

24.374.600

625.400

97,50

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa

99.040.221

94.801.636

4.238.585

95,72

Pembinaan Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

5.000.000

4.979.400

20.600

99,59

Fasilitasi Penyelenggaraan
Musyawarah Desa

10.000.000

10.000.000

100,00

Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerjasama
Antar Desa

1.000.000

1.000.000

Penyelenggaraan Pemilihan,
Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa

38.400.000

38.335.900

64.100

99,83

Fasilitasi Pengangakatan dan
Pemberhentian Perangkat
Desa

10.000.000

9.990.000

10.000

99,90

Fasilitasi Penyusunan Profil
Desa

10.000.000

9.996.500

3.500

99,97

Fasilitasi Manajemen
Pemerintahan Desa

5.000.000

4.996.800

3.200

99,94

10

Fasilitasi Pengelolaan Aset
Desa

10.000.000

8.999.500

1.000.500




Kegiatan

" Pembinaan Peningkatan

Kapasitas Anggota BPD

Pagu (Rp)

10.000.000

Realisasi
(Rp)

9.977.400

Sisa (Rp)

22.600

(%)

99,77

Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa serta
Lomba Desa dan Kelurahan

25.000.000

24.601.300

398.700

98,41

III.

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

684.143.100

663.096.724

21.046.376

96,92

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
Yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat Yang Sama
Dalam Daerah
Kabupaten/Kota

684.143.100

663.096.724

21.046.376

96,92

Fasilitasi Penataan
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

79.000.000

78.254.500

745.500

99,06

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat

30.000.000

29.634.750

365.250

97.97

o
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rogrm / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi
(Rp)

Sisa (Rp)

(%)

" |Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat
3 |dan Pemerintaha Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa

1.840.000 - 1.840.000 -

Fasilitasi Pemerintah Desa
4 |Dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

141.600.000 | 141.576.300 23.700 | 99,98

5 Fasilitasi Bulan Bhakti 8.000.000

Gotong Royong masyarakat 7.961.000 39.000

99,51

Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat
Desa

6.000.000 6.000.000 - | 100,00

Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam

7 |[Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Keluarga

417.703.100 | 399.670.174 | 18.032.926 | 95,68

TOTAL 3.694.951.901 | 3.530.200.669 | 164.751.232 | 95,54

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui
DPA-Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota
Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar Rp. 3.694.951.901,- sedangkan
realisasi anggarannya mencapai Rp. 3.530.200.669,- atau serapan anggaran
sebesar 95,54%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi
anggaran SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar Rp.
164.751.232,-.




BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Lhokseumawe tahun 2024. Gambaran kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe diukur melalui 2
(dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian
Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, DPMG Kota
Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan, namun capaian kinerja DPMG Lhokseumawe masih berada pada
kategori kinerja yang tinggi (83,30). Kendala dan permasalahan yang
menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan
kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan
refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang
tahun 2024. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk
terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Lhokseumawe, Februari 2025

IP 19681231 199303 1048
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